DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Bari Azed. 2000. Sistem-Sistem Pemilihan Umum. Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.

Adami Chazawi. 2010. Pelajaran Hukum Pidana | : Stelsel Pidana, Tindak
Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum
Pidana. Rajawali Pers. Jakarta.

Andi Hamzah. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.

Andi Sofyan, Nur Azisa. 2016. Hukum Pidana. Pustaka Pena Press.
Makassar.

Djoko Prakoso. 1987. Tindak Pidana Pemilu. Sinar Harapan. Jakarta.

Erdianto Effendi. 2014. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. PT
Refika Aditama. Bandung.

Fajlurrahman Jurdi. 2018. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Kencana.
Jakarta.

Ibnu Tricahyono. 2009. Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu
Nasional dan Lokal. In Trans Publishing. Malang.

Ishaqg, Efendi. 2018. Pengantar Hukum Indonesia (PHI). PT Rajagrafindo
Persada. Depok.

J.B. Daliyo. 2001. Pengantar Hukum Indonesia. PT Prenhallindo. Jakarta.

Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris.,Prenadamedia Group. Depok.

Leden Marpaung. 1991. Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum.
Sinar Grafika. Jakarta.

Muhadam Labolo. 2015. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di
Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana
Prenada Media Group. Jakarta.

70



Said Sampara, Laode Husen. 2016. Metode Penelitian Hukum Edisi
Revisi. KRETUPA Print Makassar. Makassar.

Roni Wiyanto. 2016. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. CV Mandar
Maju. Bandung.

Rusli Muhammad. 2006. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. PT Raja
Grafindo. Jakarta.

Samsul Ramli, Fahrurrazi. 2014. Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan
Barang/Jasa. Visimedia Pustaka. Jakarta.

Sodikin. 2014. Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan.
Gramata Publishing. Bekasi.

Sudikno Mertokusumo. 2005. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Liberty.
Yogyakarta.

Teguh Prasetyo. 2019. Hukum Pidana. Rajawali Pers. Depok.

Topo Santoso. 2006. Tindak Pidana Pemilu. Sinar Grafika. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

71



Jurnal

Jimly Asshiddigie. “Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen
Demokrasi”. Jurnal Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia. Volume 3 Nomor 4 Desember 2006.

Tesis

Fifi Febiola Damanik. 2017. Perbuatan Mengaku Dirinya Sebagai Orang
Lain dalam Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Legislatif
(Studi  Kasus: Putusan Nomor:01/Pid.S/2014/PN.Mdn  dan
Putusan Nomor: 02/Pid.B/2014/PN.Mdn). Tesis. Magister Hukum.
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.

Media Online

https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu,  diakses
pada 7 Februari 2021 Pukul 13.47 WITA.

https://dkpp.go.id/modus-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu/,
diakses pada 7 Februari 2021 Pukul 14.40 WITA.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemilihan%20umum, diakses pada 28
Januari 2021 Pukul 13.53 WITA.

72


https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu
https://dkpp.go.id/modus-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu/
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemilihan%20umum

